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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Sumatera Selatan. Adapun
rumusan masalah yang diangkat penulis ialah upaya menanggulangi tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus di wilayah
Sumatera Selatan serta apa saja yang menjadi penghambat dalam proses
menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktorat Reserse
Kriminal Khusus di wilayah Sumatera Selatan. Penulisan skripsi ini termasuk
jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil
penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menanggulangi tindak pidana
korupsi ialah dengan upaya menggunakan hukum pidana (upaya penal) yaitu
dimulai dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan
yang ada lalu memproses kasus korupsi tersebut sampai ke tahap selanjutnya dan
upaya tanpa menggunakan hukum pidana (upaya non-penal) yaitu upaya yang
dilakukan untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana, serta faktor

hambatan dalam proses penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut adalah
faktor masyarakat dan faktor penegak hukum.

Kata Kunci : Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi khususnya di Indonesia bukan lagi merupakan
kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah termasuk kedalam kejahatan
yang luar biasa, tindak pidana korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan
hak sosial rakyat Indonesia.! Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia
semakin meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi telah menjadi suatu kejahatan
yang luar biasa. Dengan demikian upaya pemberantasannya tidak lagi dapat
dilakukan secara biasa, namun dituntut dengan cara yang luar biasa. Korupsi telah
merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat,
keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa korupsi menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat

manusia.’

Pencegahan korupsi harus dilakukan secara lebih optimal dan ekeftif, oleh
karena itu diperlukan kerja sama dan sinergi oleh kementerian, lembaga,
pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya yaitu dalam hal menciptakan
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Diperlukannya regulasi untuk
menanggulangi tindak pidana korupsi ialah dalam rangka untuk mewujudkan

upaya pencegahan korupsi sebagaimana yang dimaksud.

! Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik, dan
Masalahnya), (Bandung: PT Alumni, 2007), him.252.

2 Junaidi Abdullah, “Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia,” Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam (Januari 2016), him.
103.



Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia ialah dengan bergabung
menandatangani United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada
tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar PBB, New York. United Nations
Convention Against Corruption (UNCAC) atau disebut juga dengan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Konvensi tersebut merupakan
konvensi PBB yang mengatur dan menyusun mengenai kerja sama internasional
untuk mengatasi tindak pidana korupsi yaitu mulai dari mengejar dan menangkap
pelaku tindak pidana korupsi, dan juga menelusuri harta yang diperoleh dari hasil

kejahatan ataupun kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.’

Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 April 2006
dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan
terhadap United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).* Keuntungan
yang diperoleh Indonesia dari meratifikasi UNCAC salah satunya ialah
kemudahan untuk melakukan ekstradisi para pelaku tindak pidana korupsi yang

menyimpan hasil kejahatannya di negara lain.

Selama ini, Indonesia masih mengalami kesulitan untuk melakukan
pengembalian aset (asset recovery) para pelaku tindak pidana korupsi yang berada
diluar negeri. Namun setelah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia dapat
menggunakan konvensi tersebut sebagai instrument baru dalam rangka asset

recovery yaitu melalui sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi

% Yopi Gunawan Kristian, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi The
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana
Indonesia,” Res Nullius Law Journal (Maret 2020), him. 20.

* Indonesia, Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against
Corruption, UU No. 7 Tahun 2006, LN No. 32 Tahun 2006, TLN No. 4620.



(Pasal 52); sistem pengembalian aset secara langsung (Pasal 53); sistem
pengembalian aset secara tidak langsung dan kerja sama internasional untuk
tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang sangat penting dalam
konteks ini ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari
negara ketempatan (custodial state) kepada negara asal (country of origin) aset
korupsi. Pengembalian aset hasil korupsi melalui jalur pidana dapat dilakukan

melalui 4 tahapan, yaitu:®

1. Pelacakan aset (Asset Tracing) dengan tujuan untuk mengidenifikasi aset,
bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas
hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

2. Pembekuan atau perampasan aset, menurut Bab | Pasal 2 huruf f
Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 aspek ini ditentukan meliputi
larangan sementara untuk menstransfer, konversi, disposisi, atau
memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan
tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi
kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan lain yang
mempunyai otoritas yang berkompenten;

3. Penyitaan aset, menurut Bab | Pasal 2 huruf g Konvensi Anti Korupsi
(KAK) 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya
berrdasarkan  penetapan pengadilan atau otoritas lain  yang
berkompetensi;

4. Pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.

® Nashriana, “Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian
Kerugian Keuangan Negara,” Jurnal Kajian Syari’ah (Januari 2020), him. 27-29.



Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dimulai pada tahun 1957
dengan diterbitkannya Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut RI
Nomor PRT/PM/06/1957,° selanjutnya pada tahun 1971 upaya tersebut
dilanjutkan dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1971 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” UU No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun
2001,% dan yang terbaru adalah dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dengan UU No. 30 Tahun 2002.°

Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi®® yaitu setiap orang yang secara
melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara. Korupsi secara umum adalah tindakan melanggar norma-norma hukum,

baik yang tertulis maupun tidak tertulis.**

Tidak ada pengertian ataupun definisi baku dari tindak pidana korupsi,

namun secara umum definisi dari tindak pidana korupsi ialah suatu perbuatan

® Indonesia, Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Rl Nomor
PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

" Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3 Tahun
1971, LN No. 19 Tahun 1991, TLN No. 2958.

® Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun
2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

% Indonesia, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30
Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.

19 Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.

1 |_esta Indra Waspada, Syamsuddin Muchtar, dan Amir Ilyas, “Upaya Kepolisian Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Illmiah Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (Juni 2021), him. 83.



curang yang merugikan keuangan negara, ataupun disebut pula penyelewengan
maupun penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.*?
Korupsi dapat pula diartikan sebagai tingkah laku individu atau seseorang yang
memanfaatkan wewenang serta jabatan untuk mengeruk keuntungan pribadi dan
merugikan kepentingan umum serta masyarakat luas demi keuntungan pribadi

ataupun kelompok tertentu.®?

Terdapat 7 macam bentuk korupsi, disebutkan dalam 13 pasal dalam UU
No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, bentuk-bentuk tindak pidana

korupsi tersebut, yaitu:

Kerugian keuangan negara,

Suap-menyuap,

Penggelapan dalam jabatan,

Pemerasan,

Perbuatan curang,

Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
Gratifikasi.

N g s~ wDh e

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah disebutkan di
atas memiliki perbedaan termasuk juga pada jumlah kasusnya. Data yang
bersumber dari KPK menyebutkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun
2020 tercatat kasus korupsi yang paling banyak dilakukan di Indonesia adalah

penyuapan seperti yang diuraikan dalam tabel berikut:

12 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), him. 15.
3 A. Ubaedillah, Demokrasi, Hak asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, (Jakarta:
ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), him. 233.



Tabel 1.1

Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Bentuknya

Bentuk
No Tindak Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Pidana 2016 2017 2018 2019 2020
Korupsi
1 | Pengadaan 14 15 17 18 27
Barang/Jasa
2 Perizinan 1 2 1 0 0
3 Penyuapan 79 93 168 119 55
4 Pemerasan 1 0 4 1 0
5 Penyalahgun 1 1 0 9 5
aan Anggaran
5 Pencucian 3 3 5 5 3
Uang
7 Gratifikasi 0 2 3 0 0

Sumber ; KPK*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun
2020 tercatat kasus korupsi dengan bentuk penyuapan merupakan bentuk kasus
korupsi terbanyak yang dilakukan di Indonesia kemudian disusul dengan
pengadaan barang/jasa. Melihat data yang bersumber dari KPK tersebut, kasus
korupsi di Indonesia tergolong tinggi. Hal tersebut mempengaruhi skor Indonesia
yang turun 3 poin dari 40 di tahun 2019 menjadi 37 pada tahun 2020, menjadikan
Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara terkorup di dunia
berdasarkan hasil penelitian Transparency International Indonesia (TII). Berikut

tabel skor CPI Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

4 Komisi Pemberantasan Korupsi, “Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara”
https://acch.kpk.go.id diakses 8 September 2021.



https://acch.kpk.go.id/

Tabel 1.2
Skor CPI Indonesia dari Tahun 2016-2020

No Tahun Skor Peringkat
1 2016 37 90
2 2017 37 96
3 2018 38 89
4 2019 40 85
5 2020 37 102

Sumber : Transparency International Indonesia™

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 merupakan pencapaian
tertinggi Indonesia dalam perolehan skor CPI bukan hanya terhitung sejak tahun
2016 melainkan sepanjang 25 tahun terakhir sejak pertama kali CPI diluncurkan
tahun 1995. Pada tahun 2020 skor Indonesia mengalami penurunan yang berarti
bahwa kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan jumlah kasus, hal
tersebut disebabkan oleh kasus korupsi pada provinsi-provinsi di Indonesia yang
semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Pusat menduduki peringkat 1
dalam daftar provinsi terkorup di Indonesia dengan 359 kasus disusul Jawa Barat
dengan 101 kasus, kemudian Sumatera Selatan menduduki peringkat 10 dalam
daftar provinsi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Berikut

tabel daftar 10 provinsi terkorup di Indonesia.

!> TI Indonesia, “Indeks Persepsi Korupsi 2020” https://ti.or.id diakses 8 September 2021.


https://ti.or.id/

Tabel 1.3

Daftar 10 Provinsi Terkorup di Indonesia

No Wilayah Jumlah Kasus
1 Pemerintah Pusat 359
2 Jawa Barat 101
3 Jawa Timur 85
4 Sumatera Utara 64
5 DK Jakarta 61
6 Riau dan Kepulauan Riau 51
7 Jawa Tengah 49
8 Lampung 30
9 Banten 24
10 Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, 99
Bengkulu, dan Papua

16
Sumber : suara.com

Tabel di atas menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Selatan dengan 22
kasus menduduki peringkat 10 dari 34 Provinsi di Indonesia yang melakukan
tindak pidana korupsi terbanyak. Walaupun dengan jumlah 22 kasus yang
terbilang sedikit dibandingkan dengan provinsi lain yang berada pada peringkat
atas, namun hal tersebut tidak boleh membuat masyarakat Sumatera Selatan
lengah. Oleh karena itu penanggulangan tindak pidana korupsi tetaplah penting
dan harus selalu diupayakan, khususnya oleh lembaga penanganan tindak pidana

korupsi yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

16 Reza Gunadha dan Ruhaeni Intan, “Terungkap! 10 Provinsi Paling Korup di Indonesia,
Jawa Barat Nomor Dua” https://www.suara.com/news/2020/06/24/200117/terungkap-10-provinsi-
paling-korup-di-indonesia-jawa-barat-nomor-dua diakses 8 September 2021.



https://www.suara.com/news/2020/06/24/200117/terungkap-10-provinsi-paling-korup-di-indonesia-jawa-barat-nomor-dua
https://www.suara.com/news/2020/06/24/200117/terungkap-10-provinsi-paling-korup-di-indonesia-jawa-barat-nomor-dua

Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam

menanggulangi tindak pidana korupsi, disebutkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4

Fungsi Dari Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK Dalam Penanganan Tindak
Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan

Kepolisian

Kejaksaan

Korupsi (KPK)

Berdasarkan
ketentuan dalam
Undang-Undang No.
2 Tahun 2002
Tentang  Kepolisian
Negara Republik
Indonesia dan
Undang-Undang No.
8 Tahun 1981
Tentang Kitab
Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
menyebutkan bahwa
fungsi dari kepolisian
dalam menanggulangi
tindak pidana korupsi
adalah dalam
pelaksanaan
penyelidikan
penyidikan.

dan

Berdasarkan Undang-Undang
No. 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik
Indonesia dan  Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981
Tentang Kitab  Undang-
Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), menjelaskan
bahwa fungsi dari kejaksaan
dalam menanggulangi tindak
pidana korupsi adalah dalam
tindakan penyelidikan,
penyidikan, hingga ke
penuntutannya. Hampir sama
dengan kewenangan KPK
namun perbedaannya apabila
telah  ditetapkan  menjadi
tersangka, kejaksaan harus
memiliki izin dari pejabat
yang di atasnya.

Berdasarkan ~ Undang-
Undang No. 30 Tahun
2002 Tentang Komisi
Pemberantasan ~ Tindak
Pidana Korupsi, Vyaitu
menyatakan bahwa
fungsi dari KPK dalam
menanggulangi  tindak
pidana korupsi adalah
dalam pelaksanaan
penyelidikan dan
penyidikan hingga ke
penuntutan dan tidak
memerlukan izin dari
pejabat di atasnya, lalu
dalam  penggeledahan
dan penyitaan tidak perlu
ada izin dari Ketua
Pengadilan Negeri.

Sumber : Jurnal [Imiah Hukum Vol. 3 No. 1%/

Tabel di atas menunjukkan fungsi daripada Kepolisian, Kejaksaan, dan
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi. Ketiga
lembaga tersebut memiliki fungsi masing-masing berdasarkan undang-undang
yang mengaturnya seperti yang telah disebutkan di dalam tabel di atas. Untuk

menjawab permasalahan di dalam penelitian ini penulis membahas dalam

Y Tumbur Ompu Sunggu, “Perbedaan Kewenangan Kekhususan Komisi Pemberantasan
Korupsi Dari Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi di
Indonesia,” Yuriska Jurnal limiah Hukum (Oktober 2017), him. 139-151.
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perspektif kepolisian. Pada kepolisian terdapat bagian atau divisi yang secara
khusus menangani tindak pidana khusus termasuk di dalamnya yaitu tindak

pidana korupsi, divisi tersebut adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Daerah, bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya
disebut Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse

Kriminal Khusus pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

Salah satu fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus adalah menangani
tindak pidana korupsi. Seperti yang diketahui Sumatera Selatan menduduki
peringkat 10 dari 34 provinsi di Indonesia yang paling banyak melakukan korupsi
maka kasus korupsi yang ditangani oleh POLDA Sumatera Selatan khususnya
Direktorat Reserse Kriminal Khusus pun juga cukup banyak, oleh karena itu
penulis mengambil contoh kasus korupsi yang pernah ditangani oleh Direktorat

Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan.
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Tabel 1.5

Kasus Korupsi Yang Pernah Ditangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal
Khusus POLDA Sumatera Selatan

No Pihak Terlibat Delik Korupsi

Kepala Desa Muara Saling dan

Tiga Orang Pihak Swasta'® Pengadaan Barang/Jasa

2 | Kepala Desa Arisan Gading® Penggelapan

Ketua Tim Pejabat Penerima Hasil
3 | Pekerjaan (PPHP) dan Ketua Tim | Penggelapan
Pokja Lelang®

Sumber : Sumselupdate.com, Republika.co.id, Seputarempatlawang.co.id

Tabel di atas menunjukkan beberapa contoh kasus yang pernah ditangani
oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan, sehubungan
dengan hal tersebut, adapun tugas dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVII Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kepolisian Daerah vyaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus
(Ditreskrimsus) bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi

penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18 Rizal, “Empat Tersangka Dugaan Kasus Korupsi di Empat Lawang Diringkus POLDA
Sumsel” https://sumselupdate.com/empat-tersangka-dugaan-kasus-korupsi-di-empat-lawang-
diringkus-POLDA-sumsel/, diakses 8 September 2021.

9 Teguh Firmansyah. “POLDA Sumsel Tangkap Eks Kades Diduga Korupsi Dana Desa”
https://m.republika.co.id/berita/gc2wkk377/POLDA-sumsel-tangkap-eks-kades-diduga-korupsi-
dana-desa, diakses 23 Oktober 2021.

0 Redaksi. “POLDA Sumsel Tetapkan Dua Orang Tersangka Kasus Korupsi Jalan”
https://seputarempatlawang.com/2019/10/19/POLDA-sumsel-tetapkan-dua-orang-tersangka-kasus-
korupsi-jalan/, diakses 23 Oktober 2021.



https://sumselupdate.com/empat-tersangka-dugaan-kasus-korupsi-di-empat-lawang-diringkus-polda-sumsel/
https://sumselupdate.com/empat-tersangka-dugaan-kasus-korupsi-di-empat-lawang-diringkus-polda-sumsel/
https://m.republika.co.id/berita/qc2wkk377/polda-sumsel-tangkap-eks-kades-diduga-korupsi-dana-desa
https://m.republika.co.id/berita/qc2wkk377/polda-sumsel-tangkap-eks-kades-diduga-korupsi-dana-desa
https://seputarempatlawang.com/2019/10/19/polda-sumsel-tetapkan-dua-orang-tersangka-kasus-korupsi-jalan/
https://seputarempatlawang.com/2019/10/19/polda-sumsel-tetapkan-dua-orang-tersangka-kasus-korupsi-jalan/
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Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:?!

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana
ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum POLDA;

b. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan
POLDA,;

c. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan
dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus;

d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji
efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan

e. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi

penyidikan oleh PPNS.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis,
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Upaya
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Korupsi di Wilayah Sumatera Selatan”.

2! peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Pasal 139 ayat 3
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Sumatera Selatan?
2. Apa yang Menjadi Penghambat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus di

Wilayah Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah

sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Upaya Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah
Sumatera Selatan.

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Faktor Penghambat Direktorat
Reserse Kriminal Khusus Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di

Wilayah Sumatera Selatan.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun

parktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan,
khususnya memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana
sekaligus pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan
tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Penulisan skripsi
ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya literatur-literatur dalam bidang
hukum yang telah ada sebelumnya serta dapat memperluas wawasan mengenai
pengaturan penegakan hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau
pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen,
maupun masyarakat awam Kkhususnya pengetahuan mengenai upaya yang
dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan dalam
menanggulangi tindak pidana korupsi serta apa saja faktor penghambat Direktorat
Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan dalam menanggulangi tindak

pidana korupsi di wilayah Sumatera Selatan.
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E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada upaya dan faktor
penghambat Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan
dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Selatan. Untuk
mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan
skripsi ini, maka penulis membatasi masalah tentang upaya dan faktor
penghambat Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Selatan
dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Selatan dilihat
dari hukum positif di Indonesia.
F. Kerangka Teori
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori yaitu Teori

Penanggulangan Kejahatan dan Teori Efektivitas Hukum, yaitu sebagai berikut:
1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa

upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:?
a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
b. Pencegahan diluar hukum pidana (prevention without punishment)

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan melalui media massa (influencing views of society on crime

and punishment/mass media).

22 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar
Interpratama, 2011), him 45.
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Berdasarkan pendapat diatas maka upaya penanggulangan kejahatan
secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu melalui upaya penal dan non-

penal.
1. Upaya Penal

Barda Nawawi  Arief  mengungkapkan bahwa  upaya
penanggulangan kejahatan melalui upaya penal ini disebut juga sebagai
upaya Yyang dilakukan dengan hukum pidana. Upaya ini lebih
menitikberatkan pada sifat represif yaitu tindakan yang dilakukan setelah
suatu kejahatan terjadi, yakni dengan penegakan hukum dan penjatuhan

sanksi terhadap kejahatan yang telah dilakukan.
2. Upaya Non Penal

Barda Nawawi  Arief  mengungkapkan bahwa upaya
penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal ini disebut juga sebagai
upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya ini lebih
menitikberatkan pada sifat preventif yaitu tindakan yang berupa pencegahan
yang berarti dilakukan sebelum suatu kejahatan terjadi. Sasaran utama
upaya non penal ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab
terjadinya kejahatan yaitu meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi
sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau

meningkatkan kejahatan.?

2 bid., him 46.
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2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki makna keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau
kemujaraban atau kemanjuran. Berbicara mengenai keefektifan hukum tentu tidak
terlepas dari penganalisian terhadap karakteristik dua variable terkait yakni

karakteristik dari objek sasaran yang digunakan.?*

Soerjono Soekanto mengungkapkan dalam teori efektifitas hukum bahwa

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:?

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip
Felik bahwa hukum menjadi efektif apabila tujuan keberadaan dan penerapannya

bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan bisa

2 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya, 2013),
him. 67.

% Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2008), him. 8.
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menghilangkan kekacauan. Secara umum hukum yang efektif ialah yang dapat

membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.?®

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta seni.”” Untuk mendapatkan hasil dari apa yang
penulis harapkan dan untuk menuju keberhasilan dalam penelitian ini, maka
sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, penulis mengumpulkan data

dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian
hukum empiris merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum
sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang
sebagai terapan belaka namun juga sebagai kenyataan hukum atau empirical.”®
Penelitian hukum empiris sering disamakan atau disinonimkan dengan
penelitian lapangan (field research) dilihat dari kecenderungannya dalam
menggunakan data-data primer dan fakta-fakta empiris yang didapat dari

wawancara ataupun perilaku nyata yang dilakukan mealalui pengamatan

langsung.”®

% galim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan
Disertasi, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), him. 303.

27 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), him. 17.

%8 Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik
Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” Jurnal IImu Hukum (Januari 2014), him. 29.

# Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003), him. 13-14.
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2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yakni pendekatan yang
dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji serta mempelajari
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum
yang sedang diteliti.*

b. Pendekatan Sosiologi (Sociology Approach) yakni pendekatan yang
digunakan untuk berinteraksi dengan para informan yang mempunyai
informasi. Pendekatan ini menggambarkan atau memperlihatkan
keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai

gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.®
3. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapat secara langsung
dari sumber asli yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau
kelompok (orang) ataupun hasil observasi dari suatu proyek, kejadian atau
hasil pengujian (benda).** Sumber data primer adalah data yang didapat atau
diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu para pihak yang menjadi
objek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang
diperolen melalui wawancara secara langsung dengan informan atau pihak

terkait.

%0 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media,
2011), him. 93.

31 M. Hajir Nonci, Sosiologi Agama, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), him.
13.

%2 Ali, Metode Penelitian Hukum, him. 47.
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Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder, data sekunder adalah
data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

tersier’®, antara lain:
a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan - bahan hukum mengikat yang

digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pindak Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150

5. Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia

% Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2004), him. 31.
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Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4168

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan
memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman
yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum

mengasilkan analisa hukum yang baik.**
Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan
pelengkap yang sifathya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas
kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
ensiklopedia, indeks komulatif dan ensiklopedia yang penting untuk
memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan

permasalahan - permasalahan penelitian ini.*®

% Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, him. 23.
* Ibid., him. 54.
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Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

5.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang
berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba mendapat keterangan
atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara langsung.
Wawancara dilakukan dengan semi struktural yaitu dengan menyiapkan
daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menentukan jumlah

narasumber yang akan diwawancarai.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan penelitian hukum yang mengacu pada
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maka
dalam metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan
sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku
terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan

penelitian.

Populasi dan Sampel Penelitian
a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang
sama. Populasi sendiri dapat berbentuk himpunan orang, benda (hidup

maupun mati), kasus, kejadian, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri
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yang sama.®* Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan
adalah Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian
Daerah Sumatera Selatan.

b. Sampel merupakan bagian dari populasi, pada penelitian ini sampel
berdasarkan metode “Purposive Sampling” yang memiliki tujuan untuk
mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan
sampel sebagai media responden dalam penelitian ini, digunakan cara
Purposive yang disesuaikan pula dengan derajat kepastian dan
kebutuhan data, dan juga berdasarkan pada konsentrasi serta
kedudukan.®” Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan
wawancara dengan 2 orang Penyidik Direktorat Reserse Kriminal

Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
6. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperolen dan terkumpul diolah dan dianalisis secara
deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis
mengenai peran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisisan
Daerah Sumatera Selatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi,
kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan
melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang

disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Grafindo Persada,
2011), him. 114.

% Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1990), him. 35.
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7. Analisis Data

Analisis data adalah metode atau cara untuk mengolah sebuah data
menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk
dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang
terutama adalah masalah yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah

penelitian menjadi informasi yang digunakan untuk mengambil kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analisis yaitu menguraikan data - data yang telah dikumpulkan dalam kalimat
terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan

guna menjawab permasalahan pada penelitian ini.*®
8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika
deduktif. Aturan - aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan dalam wujud
peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh
kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari

permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.*

% Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2015),
him. 145,
% Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Ineka Cipta, 2009), him. 72.
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